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ABSTRAK

ALIFATUL FIKRIYAH. 2017. E0016474. IMPLIKASI HUKUM TERHADAP
PENYIMPANGAN KETENTUAN PASAL 56 KUHAP MENGENAI
BANTUAN PENASIHAT HUKUM DI SEMUA TINGKAT PEMERIKSAAN
DALAM PROSES PERADILAN. Penulisan Hukum. Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret.

Pasal 56 KUHAP mengatur bahwa pejabat yang bersangkutan pada semua
tingkat pemeriksaan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi tersangka atau
terdakwa yang tidak memiliki Penasihat Hukum sendiri, namun pada
kenyataannya pejabat yang bersangkutan masih banyak yang melakukan
penyimpangan terhadap ketentuan tersebut. Penulisan hukum ini bertujuan untuk
mengetahui implikasi hukum terhadap penyimpangan ketentuan Pasal 56 KUHAP
dan untuk menemukan upaya preventif yang dapat dilakukan apabila terjadi
penyimpangan ketentuan Pasal 56 KUHAP di semua tingkat pemeriksaan dalam
proses peradilan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau
penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif dan terapan dengan
pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan
pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer
dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka
dengan teknik analisis yang digunakan yaitu metode silogisme yang
menggunakan pola berpikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyimpangan
terhadap ketentuan Pasal 56 KUHAP menimbulkan implikasi hukum berupa
berkas-berkas acara tidak sah dan oleh karena itu putusan dapat batal demi
hukum. Hal ini didasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung pada 16
September 1993 Putusan Nomor 1565K/Pid.B/1991, akan tetapi sifat
yurisprudensi  tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga boleh
dilaksanakan dan boleh juga tidak dilaksanakan. Adapun upaya preventif atau
pencegahan terhadap penyimpangan ketentuan Pasal 56 KUHAP dapat dilakukan
melalui optimalisasi keberadaan Penasihat Hukum di dalam maupun di luar
lembaga peradilan, revisi KUHAP, dan pendidikan hukum kepada masyarakat.

Kata Kunci: implikasi, Penasihat Hukum, penyimpangan.
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ABSTRACT

ALIFATUL FIKRIYAH. 2017. E0016474. THE LEGAL IMPLICATIONS OF
IRREGULARITIES PROVISION OF ARTICLE 56 CRIMINAL CODE ABOUT
LEGAL ADVISOR AID AT ALL LEVELS EXAMINATION IN THE PROCESS OF
JUSTICE. Legal Writing. Faculty of Law Sebelas Maret University.

Article 56 of the Criminal Procedure Code stipulates that the relevant
officials at all levels of examination shall designate Counsel for the suspect or
defendant who does not have its own Legal Advisor, but in reality the relevant
officials are still many who do irregularities towards these provision. This legal
writing aims to determine the legal implications of the irregularities provision of
Article 56 Criminal Procedure Code and to find the preventive measures that can
be done if there are irregularities provisions of Article 56 of the Criminal
Procedure Code at all levels examination in the process of justice.

This study uses normative legal research or doctrinal legal research which
is prescriptive nature and applied with uses statute approach, comparative
approach, and conceptual approach. This study uses a source of primary and
secondary legal materials. The analysis technique used is the syllogism method
that uses deductive reasoning patterns.

Based on the results of this study concluded that the irregularities provision
of Article 56 of the Criminal Procedure Code raises the legal implications in the
form of an event file that are not valid and therefore the decision could be null
and void. It is based on the jurisprudence of the Supreme Court on September 16,
1993, Decision Number 1565K/Pid.B/1991, but the nature of jurisprudence does
not have legal binding force that should be implemented and should not be
implemented. As for efforts to prevent the irregularities provision of Article 56
Criminal Procedure Code can be done by optimizing the presence of legal advisor
within and outside of the judiciary, the revision of the Criminal Procedure Code,
and legal education to the community.

Keywords: implications, irregularities, legal advisor.
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BAB |
PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Hak asasi tersangka dalam pemeriksaan pidana merupakan bagian dari hak
asasi manusia (HAM) yang harus diakui dan dilindungi keberadaannya.
Sebagaimana ideologi bangsa sangat menjunjung tinggi keberadaan HAM.
Pancasila sebagai ideologi bangsa merupakan hukum dasar (grundnorm) dalam
sistem hukum di Indonesia yang sangat mengedapankan nilai-nilai kemanusiaan
dan keadilan serta HAM. Sila kedua Pancasila telah tegas menyebutkan bahwa
“Kemanusiaan yang adil dan beradab” denga mengandung nilai-nilai berupa
mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya
sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa serta mengakui persamaan derajat,
persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan
suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna
kulit dan sebagainya (Nurhadianto, Jurnal Pendidikan llmu Sosial, Nomor 2,
Desember 2014: 46).

Perlindungan HAM tersebut kemudian secara filosofis dan yuridis
diinterpretasikan ke dalam konstitusi negara. Indonesia menuangkan aturan
dasarnya di dalam konstitusi tertulis yang disebut dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke empat (untuk selanjutnya
disebut UUD NRI 1945). Indonesia sebagai negara hukum memiliki konsekuensi
untuk memastikan adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (Sri Soemantri
dalam HR. Ridwan, 2013: 4-5). Jaminan tersebut harus tertuang di dalam hukum
tertulis karena Indonesia merupakan negara hukum yang mendasarkan kehidupan
berbangsa dan bernegara pada konstitusi tertulis.

Setiap warga negara mempunyai hak-hak dan kewajiban yang tertuang di
dalam konstitusi (Bambang Waluyo, 2016: 24). UUD NRI 1945 sebagai konstitusi
yang merupakan hukum tertinggi dalam hierarki perundang-undangan telah
mengatur pokor-pokok mengenai HAM. Perlindungan HAM dan keadilan
merupakan bagian dari tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD

NRI 1945 pada alinea keempat yakni melindungi segenap bangsa, memajukan
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kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial.
Tujuan negara tersebut dipertegas dengan pasal-pasal di bagian batang tubuh yang
mengatur mengenai HAM. Pasal 28A sampai dengan Pasal 28] UUD NRI 1945
merupakan pokok aturan HAM yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun,
termasuk hak yang sama di hadapan hukum (equality before the law).

Penjelasan UUD NRI 1945 bagian umum menerangkan bahwa UUD NRI
1945 merupakan aturan pokok yang hanya memuat garis-garis besar sebagai
instruksi kepada pemerintah dan penyelenggara negara untuk menyelenggarakan
kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan umum, perdamaian
abadi, dan keadilan sosial merupakan bagian dari tujuan negara yang diwujudkan
berdasarkan nilai-nilai dasar (Pancasila) melalui peraturan perundang-undangan
sebagai legalitas dalam mewujudkan perlindungan HAM dan keadilan.
Pengaturan HAM di dalam UUD NRI 1945 sebagai aturan pokok merupakan
aturan yang bersifat umum, sehingga perlindungan terhadap HAM juga harus
diatur secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI
1945,

Adanya peraturan perundang-undangan tertulis merupakan dasar yuridis
terhadap perlindungan HAM dan upaya mewujudkan keadilan. Sebagaimana
Juniarto menerangkan bahwa (Juniarto dalam Yesmil Anwar dan Adang, 2011:
121):

Asas negara hukum atau asas the rule of law, berarti dalam penyelenggaraan
negara, tindakan-tindakan penguasanya harus didasarkan hukum, bukan
didasarkan kekuasaan atau kemauan penguasanya belaka dengan maksud
untuk membatasi kekuasaan penguasa dan bertujuan melindungi
kepentingan masyarakatnya, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi
anggota-anggota masyarakatnya dari tindakan sewenang-wenangannya.

Legalitas perlindungan HAM di Indonesia tidak hanya terdapat dalam Pasal
28A sampai dengan Pasal 28] UUD NRI 1945, melainkan juga terdapat dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang HAM), Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi

Manusia, maupun peraturan perundang-undangan lain yang mengatur HAM baik
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secara langsung maupun tidak langsung, seperti peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai proses penegakan hukum pidana.

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan
perlindungan HAM dan keadilan yang didasarkan pada landasan filosofis dan
landasan yuridis sebagaimana tercantum dalam konsiderans a Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (untuk
selanjutnya disebut KUHAP). Tujuan penegakan hukum pidana dilakukan ialah
supaya masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan
pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan
wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan
terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum
(KUHAP, 1981: konsideran c). Pelaksanaa KUHAP berdasarkan konsideran c
tersebut merupakan bentuk perlindungan masyarakat sebagai individu dan
kelompok sosial, baik dari tindak pidana kejahatan atau pelanggaran maupun dari
kesewenang-wenangan aparat penegak hukum.

KUHAP merupakan legalitas pelaksanaan proses penegakan hukum pidana
yang berupaya menjaga HAM dengan memberikan hak-hak tersangka atau
terdakwa di hadapan hukum. Hal ini sebagai bentuk implementasi asas equality
before the law yang diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Salah satu hak
tersangka atau terdakwa yang diatur dalam KUHAP ialah memperoleh
pendampingan atau bantuan hukum dari Penasihat Hukum di semua tingkat
pemeriksaan. Hak tersebut telah diatur dalam Pasal 114 KUHAP maupun Pasal 56
KUHAP. Pasal 114 KUHAP mengatur bahwa penyidik wajib memberitahukan
kepada tersangka atau terdakwa mengenai haknya untuk mendapatkan bantuan
hukum atau bahwa dalam perkaranya tersebut wajib didampingi oleh Penasihat
Hukum sebagaimana dalam ketentuan Pasal 56 KUHAP. Ketentuan Pasal 56
KUHAP bahkan mengatur bahwa pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat
pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi
tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana

yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau
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lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima
tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri. Pejabat yang
bersangkutan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 KUHAP tersebut ialah
pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan pada semua tingkat pemeriksaan
mulai dari penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di peradilan.

Kedua ketentuan tersebut saling bersangkutan satu sama lain. Pejabat yang
bersangkutan berkewajiban untuk menyampaikan informasi tentang hak tersangka
atau terdakwa untuk memperoleh pendampingan Penasihat Hukum. Pejabat yang
bersangkutan juga wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi tersangka atau
terdakwa yang memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 56 KUHAP. Kewajiban
ini mengartikan bahwa betapa pentingnya keberadaan Penasihat Hukum di dalam
suatu proses pemeriksaan pidana. Andi Hamzah dalam bukunya bahkan
memaparkan bahwa Penasihat Hukum menjadi bagian dari pihak yang terlibat
dalam hukum acara pidana (2014: 64-89). Keberadaan Penasihat Hukum dalam
proses pemeriksaan pidana menjadi sangat penting ketika kasus yang
bersangkutan memenuhi ketentuan sebagaimana telah ditentukan oleh KUHAP
sendiri, yakni bagi mereka yang diancam pidana mati atau ancaman pidana lima
belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan
pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri.

Adanya Penasihat Hukum bagi tersangka atau terdakwa tersebut dalam
implementasinya masih banyak aparat penegak hukum mulai dari penyidik,
Penuntut Umum, maupun hakim yang mengabaikan ketentuan mengenai
kewajiban penunjukan Penasihat Hukum. hal tersebut dapat terjadi, mengingat
sampai saat ini belum ada aturan yuridis terkait apabila kewajiban berupa
penunjukan Penasihat Hukum tersebut tidak dipenuhi. Tidak terpenuhinya
kewajiban tersebut merupakan suatu penyimpangan terhadap keberadaan
Penasihat Hukum dalam sistem peradilan pidana. Penyimpangan terhadap
keberadaan Penasihat Hukum menjadi suatu permasalahan yang harus segera
diatasi mengingat peran penting Penasihat Hukum bagi tersangka atau terdakwa di
dalam proses pemeriksaan pidana, oleh karena itu Mahkamah Agung sebagai
lembaga peradilan tertinggi di Indonesia mengeluarkan putusan yang menjadi

yurisprudensi terhadap permasalahan tersebut.
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Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia telah
berupaya untuk memberikan solusi terhadap penyimpangan tersebut melalui
Putusan Nomor 1565K/Pid.B/1991. Putusan tersebut menjadi yurisprudensi yang
ditetapkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 16 September 1993 dengan
menyatakan bahwa putusan pengadilan dapat batal demi hukum (null and void)
apabila melanggar ketentuan Pasal 56 KUHAP dan terdakwa harus dibebaskan.
Yurisprudensi tersebut telah beberapa kali diterapkan oleh beberapa Pengadilan
Negeri, seperti Pengadilan Negeri Tegal dengan Putusan Nomor
34/Pid.B/1995/PN.Tgl pada tanggal 26 Juni 1995 dan Pengadilan Negeri Jember
dengan Putusan Nomor 1102/Pid.B/2008/PN.Jr tanggal 4 Februari 2009. Putusan-
putusan tersebut telah menunjukkan terjadinya penyimpangan yang dilakukan
oleh pejabat yang bersangkutan dalam proses peradilan pidana terhadap ketentuan
Pasal 56 KUHAP terkait hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi oleh
Penasihat Hukum. Penerapan yurisprudensi tersebut tidak memiliki sifat mengikat
secara langsung terhadap keputusan hakim Pengadilan Negeri atau pengadilan di
bawahnya, sehingga tidak wajib diikuti. Hal ini menimbulkan permasalahan baru
karena tidak adanya legalitas mengenai implikasi terhadap penyimpangan
ketentuan Pasal 56 KUHAP (Jenriswandi Damanik, Jurnal Elektronik DELIK,
Nomor 2, 2013: 10).

Sifat yurisprudensi yang tidak mengikat secara langsung terhadap keputusan
pengadilan di bawah Mahkamah Agung, membuat keberadaan yurisprudensi
tersebut menjadi mandul. Hakim di Pengadilan Negeri atau Pengadilan di bawah
Mahkamah Agung dapat tidak menerapkan yurisprudensi tersebut, karena sifat
yuristprudensi yang tidak mengikat secara langsung. Hakim vyang tidak
menerapkan yurisprudensi tersebut memunculkan beberapa putusan pengadilan
yang tetap melanjutkan perkara meskipun telah menyimpang dari ketentuan Pasal
56 KUHAP. Salah satu putusan tersebut pernah terjadi di Pengadilan Negeri
Gresik. Hakim yang memeriksa perkara mengeluarkan Putusan Sela Nomor
317/Pid.B/2012/PN.Gs dengan tidak mempertimbangkan keberatan Penasihat
Hukum terdakwa mengenai terjadinya Pasal 56 KUHAP dan tetap melanjutkan
proses pemeriksaan di persidangan. Terdakwa yang diancam pidana penjara enam
tahun berdasarkan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik
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Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum
tersebut tidak didampingi oleh Penasihat Hukum pada tahap penyidikan. Tidak
didampinginya terdakwa oleh Penasihat Hukum disebabkan ketidakmampuannya
dalam menghadirkan Penasihat Hukum sendiri yang oleh karena itu menjadi
kewajiban penyidik untuk menunjuk Penasihat Hukum untuknya, namun putusan
Pengadilan Negeri Gresik tersebut telah mengabaikan terjadinya penyimpangan
terhadap ketentuan Pasal 56 KUHAP. Bahkan Mahkamah Agung juga pernah
mengabaikan yurisprudensi yang pernah dikeluarkannya pada tanggal 16
September 1991. Hal ini dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Agung Nomor
1925K/Pid.Sus/2012 dan Putusan Nomor 487K/Pid.B/2015 vyang telah
mengabaikan atau tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 56 KUHAP yang
telah diajukan keberatan oleh Penasihat Hukum terdakwa.

Yurisprudensi Mahkamah Agung terkait Pasal 56 KUHAP tersebut juga
bersifat represif yang dalam penerapannya memiliki konsekuensi lain terhadap
efektifitas dan efisiensi proses peradilan. Putusan pengadilan yang batal demi
hukum karena melanggar ketentuan Pasal 56 KUHAP tidak mencerminkan
keadilan bagi korban, pelaku tindak pidana, maupun masyarakat. Seseorang yang
terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan fakta di persidangan dapat
dibebaskan begitu saja ketika putusan pemidanaan yang dijatuhkan terhadapnya
dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan tingkat lebih tinggi. Korban tindak
pidana tentu tidak dapat merasakan keadilan dikarenakan kerugian fisik akibat
tindak pidana yang telah dialaminya. Korban juga akan mengalami kerugian
psikis akibat pelaku tindak pidana terhadapnya tidak menerima hukuman yang
sebagaimana mestinya. Pelaku juga dapat merasakan ketidakadilan karena haknya
untuk didampingi dan memperoleh bantuan hukum dari Penasihat Hukum tidak
terpenuhi. Ketidakadilan bagi pelaku tindak pidana juga dapat dialami akibat
penggunaan waktu yang tidak efisien. Misalkan, seorang terdakwa yang sedang
diperiksa dalam proses persidangan tiba-tiba Penasihat Hukum yang
mendampinginya di persidangan menyampaikan pembelaan yang salah satu poin
pembelaan tersebut terkait dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 56 KUHAP
pada tahap penyidikan. Hakim yang memeriksa perkara tersebut dapat menerima

keberatan Penasihat Hukum terdakwadan memutuskan melalui putusan sela
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bahwa dakwaan batal demi hukum karena proses penyidikan melanggar ketentuan
Pasal 56 KUHAP dan memerintahkan penyidikan dilakukan ulang. Hal ini tentu
akan memperpanjang waktu yang akan digunakan untuk mencari kebenaran
materiilnya. Penyidikan ulang juga tidak sesuai dengan asas peradilan yang dianut
olen KUHAP, yaitu asas peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan
biaya ringan sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum angka 3 huruf e
KUHAP dan diatur dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya disebut
Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman).

Tidak terpenuhinya bantuan hukum dari Penasihat Hukum tentu sangat
merugikan tersangka atau terdakwa mengingat peran Penasihat Hukum sebagai
controlling terhadap proses pemeriksaan pidana. Keberadaan Penasihat Hukum
dalam proses penyidikan memang hanya bersifat pasif ketika pemeriksaan masih
dalam ukuran normal, namun dapat pula bersifat semi aktif. Penasihat Hukum
memiliki hak untuk menyampaikan peringatan apabila pemeriksaan sudah
melampui batas-batas kemanusiaan (Hartono, 2012: 194). Keberadaan Penasihat
Hukum tersebut secara eksplisit sangat penting untuk mengawasi proses
penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum yang terdiri dari kepolisian,
Penuntut Umum, maupun Hakim di pengadilan supaya tetap berjalan sesuai asas
yang berlaku.

Problematika di atas pernah dikaji oleh beberapa peneliti baik dari
akademisi maupun praktisi sejak beberapa tahun terakhir. Tiga hasil penelitian di
antaranya ialah buku karya M. Yahya Harahap yang berjudul Pembahasan
Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan), jurnal karya
Junaidi S. Abdullah yang berjudul Kajian Pasal 56 KUHAP tentang Penunjukan
Penasihat Hukum adalah Hak Asasi Tersangka/Terdakwa dan artikel ilmiah karya
Sofia Yusti Pramudia yang berjudul Urgensi Pengaturan Sanksi bagi Penyidik
yang Tidak Memberitahukan Hak Tersangka untuk Memperoleh Bantuan Hukum.

Pengkajian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya telah menawarkan
solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, namun belum terwujud sebagaimana
mestinya. Hal tersebut dapat dilihat dari belum adanya kepastian hukum berupa

aturan yuridis yang secara tegas mengatur implikasi dan upaya preventif terhadap
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penyimpangan ketentuan Pasal 56 KUHAP karena penelitian yang ada masih
sebatas mengkaji konsekuensi apabila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 56
KUHAP terutama pada tahap penyidikan. Alasan tersebut menjadi dasar bagi
peneliti untuk memilih objek kajian berupa implikasi hukum terhadap
penyimpangan ketentuan Pasal 56 KUHAP. Peneliti mengkaji permasalahan
tersebut untuk meneruskan penelitian yang telah ada dan untuk menemukan solusi
yang lebih baik dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini dilakukan dengan
sasaran pengkajian lebih dalam terkait implikasi hukum dan menemukan solusi
sebagai upaya preventif dalam proses peradilan apabila terjadi penyimpangan
terhadap ketentuan Pasal 56 KUHAP dalam proses peradilan, sehingga peneliti
berfokus untuk mengangkat judul “Implikasi Hukum terhadap Penyimpangan
Ketentuan Pasal 56 KUHAP mengenai Bantuan Penasihat Hukum di Semua

Tingkat Pemeriksaan dalam Proses Peradilan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan meneliti dan

mengkaji mengenai permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah implikasi hukum terhadap penyimpangan ketentuan Pasal 56
KUHAP mengenai bantuan Penasihat Hukum di semua tingkat
pemeriksaan dalam proses peradilan?

2. Apakah upaya preventif yang dapat dilakukan terhadap penyimpangan
ketentuan Pasal 56 KUHAP mengenai bantuan Penasihat Hukum di

semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan?

C. Tujuan Penelitian
Penulisan hukum (skripsi) pada dasarnya mempunyai tujuan yang hendak
dicapai supaya dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca.
Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini ialah sebagai berikut:
1. Tujuan Objektif:
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a. Mengetahui implikasi hukum terhadap penyimpangan ketentuan Pasal 56
KUHAP di semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan;

b. Menemukan upaya preventif yang dapat dilakukan terhadap
penyimpangan ketentuan Pasal 56 KUHAP di semua tingkat pemeriksaan
dalam proses peradilan.

2. Tujuan Subjektif:

a. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang implikasi dan
upaya preventif terhadap penyimpangan Pasal 56 KUHAP;

b. Memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran terkait ilmu hukum
yang bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca serta
masyarakat pada umumnya;

c. Memenuhi persyaratan akademis guna menyelesaikan studi Strata 1 llmu

Hukum.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian hukum ini diharapkan mampu memenuhi tujuannya supaya dapat
memberikan manfaat yang baik bagi penulis sendiri dan bagi pihak lain. Adapun
manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini ialah sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
a. Menambah dan mengembangkan pengetahuan di bidang IImu Hukum;
b. Menjadi sumber referensi dan bahan kepustakaan terhadap penelitian
atau kajian hukum yang sejenis pada tahap selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
a. Memberikan jawaban dan alternatif solusi terhadap permasalahan yang
diteliti;
b. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis untuk mengembangkan
penalaran serta membentuk pola pikir serta meningkatkan kemampuan
dalam menerapkan ilmu yang diperoleh;

c. Menambabh referensi bagi penelitian selanjutnya.
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E. Metode Penelitian
Penulisan hukum merupakan suatu kegiatan keilmuan yang dilakukan untuk
memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan cara mengindentifikasi masalah,
melakukan penalaran, menganalisis masalah, dan memberikan pemecahan
masalah tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 60). Proses penelitian hukum
memerlukan metode penelitian yang dapat menunjang diperolehnya hasil
penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau
biasa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal (doktrinal legal research),
yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka baik
bersifat primer maupun sekunder. Bahan-bahan pustaka tersebut disusun secara
sistematis untuk mengkaji suatu aturan hukum telah sesuai dengan norma atau
tidak dan untuk mengkaji tindakan seseorang telah sesuai dengan prinsip
hukum atau tidak (Peter Mahmud Marsuki, 2014: 47).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah bersifat
perspektif. Hal ini dikarenakan ilmu hukum bukan termasuk ilmu yang bersifat
deskriptif, melainkan ilmu yang bersifat perspektif dan tidak memerlukan
hipotesis yang harus dibuktikan kebenarannya, namun lebih pada memberikan
preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan (Peter Mahmud Marzuki,
2014: 59-69). lImu hukum sebagai ilmu yang berkarakteristik perspektif dan
terapan mempelajari gagasan-gagasan hukum yang bersifat mendasar,
universal, umum, dan teoritis. Objek ilmu hukum ialah koherensi antara norma
hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta antara
perilaku dan bukan perilaku individu dengan norma hukum (Peter Mahmud
Marzuki, 2014: 41-42).
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3. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang digunakan untuk
mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang
dikaji dan dicari jawabannya. Beberapa pendekatan yang digunakan di dalam
penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (satute approach),
pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach),
pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual
(conceptual approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 133).

Pendekatan-pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu
pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan perbandingan
(comparative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).
Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-
undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang
dikaji. Suatu penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang
(statute approach) akan lebih akurat apabila dibantu dengan pendekalan lain
yang lebih cocok, yaitu pendekatan perbandingan (comparative approach) dan
pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perbandingan
(comparative approach) dilakukan dengan melihat penerapan konsep pada
permasalahan yang dihadapi di negara lain dan dapat dijadikan bahan rujukan.
Pendekatan konseptual (conceptual approach) dilakukan dengan dimulai dari
pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu
hukum. Peneliti akan menemukan ide atau gagasan yang melahirkan
pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dikaji.
Pendekatan ini merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu
argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dikaji (Peter Mahmud
Marzuki, 2014: 133-136).

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-
sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan
hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-

undangan, catatan-catatan resmi dan risalah dalam pembuatan perundang-
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undangan, dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder berupa semua
publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum,
jurnal-jurnal hukum, maupun komentar-komentar atas putusan pengadilan
(Peter Mahmud Marzuki, 2014: 181).
Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah
sebagai berikut:
a. Bahan Hukum Primer
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
amandemen keempat;
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat;
4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman;
5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum;
6) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman

Pemberian Bantuan Hukum.

b. Bahan Hukum Sekunder
1) Buku yang berkaitan dengan penelitian hukum, sistem peradilan pidana
dan peran Penasihat Hukum;
2) Jurnal-jurnal mengenai sistem peradilan pidana dan peran Penasihat
Hukum; dan

3) Kamus Hukum.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan
metode studi pustaka atau studi dokumen (library research). Bahan hukum
dikumpulkan dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari

buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, serta tulisan-tulisan
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yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Metode
studi pustaka atau studi dokumen tersebut dilakukan dengan menganalisis
konten bahan hukum tersebut. (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 21)

6. Teknis Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan
metode silogisme melalui pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif ini terdapat 2
(dua) premis untuk membangun analisis terhadap isu yang dikaji, yaitu premis
mayor yang merupakan aturan hukum yang berlaku dan premis minor yang
merupakan fakta hukum atau kondisi empiris dalam pelaksanaan aturan
hukum. Kemudian, kedua premis tersebut ditarik kesimpulan atau konklusi
(Peter Mahmud Marzuki, 2014: 89-90).

Penelitian hukum ini dimulai dari menganalisis peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan hak asasi tersangka atau terdakwa untuk
memperoleh pendampingan atau bantuan hukum dari Penasihat Hukum dalam
proses pemeriksaan perkara pidana, kemudian melihat penerapan aturan hukum
terhadap proses pelaksanaannya. Peraturan perundang-undangan Yyang
mengatur hak asasi tersangka atau terdakwa atas bantuan hukum tersebut
kemudian dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan negara lain.
Setelah menemukan perbandingan dari peraturan perundang-undangan lain,
maka dapat ditarik konsep yang menjadi rujukan untuk diterapkan di
Indonesia, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan terjadinya penyimpangan

aturan hukum untuk menemukan solusi pemecahan isu yang dikaji.

F. Sistematika Penelitian Hukum
Penelitian hukum ini tersiri dari 4 (empat) bab yang disusun secara
sistematis, dan setiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk
mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi penulisan hukum ini. Adapun

sistematika penulisan dalam penelitian hukum ini ialah sebagai berikut:
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: PENDAHULUAN

Peneliti pada bab ini menguraikan mengenai latar belakang
masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

: TINJAUAN PUSTAKA

Peneliti pada bab ini menguraikan tentang landasan teori atau
memberikan penjelasan secara teoritik yang bersumber pada
bahan hukum yang digunakan dan doktrin ilmu yang dianut
secara universal mengenai persoalan yang berkaitan dengan
permasalahan yang sedang dikaji, serta kerangka berpikir
penelitian. Landasan teori tersebut meliputi pengertian implikasi
hukum, pengertian penyimpangan, ketentuan Pasal 56 KUHAP,
tinjauan tentang bantuan Penasihat Hukum, tingkat pemeriksaan,
dan proses peradilan pidana serta teori legitimasi dan validitas

hukum.

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peneliti pada bab ini menguraikan hasil penelitian dan
pembahasan yang akan menjawab permasalahan hukum yaitu
implikasi hukum terhadap penyimpangan ketentuan Pasal 56
KUHAP dan upaya preventif yang dapat dilakukan untuk
menghindari implikasi hukum yang tidak mencerminkan

keadilan.

: SIMPULAN DAN SARAN

Paneliti pada bab ini menarik kesimpulan dan mengemukakan
saran-saran kepada para pihak yang berkaitan dengan pembahasan

dalam penelitian hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA
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BAB I1
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

Suatu penulisan hukum diharapkan mampu memberikan pemaknaan
terhadap pustaka-pustaka yang menjadi tinjauan dalam proses penyusunannya.
Tinjauan pustaka dalam suatu penulisan hukum terdiri dari kerangka teori yang
berkaitan dengan isu yang dikaji, teori-teori yang menjadi dasar berargumentasi,
dan kerangka pemikiran yang menjelaskan isi suatu penulisan hukum. Adapun

kerangka teori dalam penulisan hukum ini ialah sebagai berikut:

1. Pengertian Implikasi Hukum

Implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya
proses perumusan kebijakan, dengan kata lain implikasi adalah akibat-akibat
dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya
kebijakan atau kegiatan tertentu (Islamy, 2003: 114-115).

Implikasi adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu
program atau kebijakan, yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak-
pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijaksanaan tersebut
(Silalahi, 2006: 43).

Implikasi dapat diartikan sebagai akibat, sehingga akibat hukum dapat
diartikan sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu
perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum (Achmad Ali, 2008:192).

Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan,
untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat
yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan
yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan
hukum yang berlaku (Soeroso, 2006: 295).

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa
hukum yang dapat berwujud lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan

hukum, suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, maupun

15
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lahirnya suatu sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum
(Soeroso, 2006: 295).

Implikasi hukum yang dimaksud dalam hal ini ialah akibat hukum yang
ditimbulkan apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 56
KUHAP di semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Implikasi
tersebut dapat mengenai hak korban, hak tersangka atau terdakwa, masyarakat,
maupun aparat penegak hukum.

2. Pengertian Penyimpangan

Penyimpangan adalah proses, cara, perbuatan menyimpang atau
menyimpangkan atau sikap tindakan di luar ukuran (kaidah) yang berlaku
(KBBI Online, http://kbbi.web.id/simpang, diakses tanggal 5 November pukul
07.01 WIB).

Seidman menyatakan bahwa hukum tidak hanya sebagai kontrol sosial
melainkan juga sebagai sarana untuk membentuk pola tingkah laku yang dicita-
citakan, akan tetapi terjadinya ketidakcocokan antara hukum yang diharapkan
dengan tingkah laku yang nyata dari masyarakat menimbulkan penyimpangan
yang kemudian disebut teori penyimpangan. (Syafruddin Makmur,
journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/2387/1801 diakses tanggal 5
November pukul 07.55 WIB).

Penyimpangan menurut teori kontrol sosial merupakan hasil dari
kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Para ahli teori kontrol sosial
menilai perilaku menyimpang adalah konsekuensi logis dari kegagalan
seseorang untuk mentaati hukum (Topo Santoso dan Eva Achjani S, 2012: 79).

Penyimpangan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah pelanggaran
atau tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 56 KUHAP di semua tingkat
pemeriksaan yang berakibat pada proses peradilan dan penegakan hukum

pidana.

3. Ketentuan Pasal 56 KUHAP
Pasal 56 KUHAP berbunyi:

(1)Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau
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ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka
yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau
lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat
yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam
proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.
(2)Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak
sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), memberikan bantuannya
dengan cuma-cuma.
Penjelasan mengenai ketentuan Pasal 56 KUHAP sebagaimana terdapat
dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari KUHAP sendiri, yakni:

Ayat (1)

Menyadari asas peradilan yang wajib dilaksanakan secara
sederhana, cepat dan dengan biaya ringan serta dengan
pertimbangan bahwa mereka yang diancam dengan pidana kurang
dari lima belas tahun atau tidak dikenakan penahanan kecuali
tindak pidana tersebut dalam Pasal 21 Ayat (4) huruf b, maka
untuk itu bagi mereka yang diancam dengan pidana lima tahun atau
lebih, tetapi kurang dari lima belas tahun, penunjukan penasihat
hukumnya disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan
tersedianya tenaga penasihat hukum di tempat itu.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 56 KUHAP tersebut mengatur tentang kewajiban para pejabat yang
berwenang di semua tingkat pemeriksaan untuk menunjuk Penasihat Hukum
guna mendampingi dan/atau memberikan bantuan hukum kepada tersangka
atau terdakwa yang memenuhi ketentuan tersebut. Kewajiban tersebut akan
menjadi tidak mutlak dilaksanakan ketika tersangka atau terdakwa tidak
memenuhi ketentuan Pasal 56 KUHAP sehingga dapat disesuaikan dengan
keadaan tersedianya Penasihat Hukum setempat, seperti yang telah dijelaskan
pada bagian penjelasan Pasl 56 Ayat (1) KUHAP. Hal ini merupakan
perwujudan asas bahwa peradilan harus dilaksanakan dengan sederhana, cepat

dan berbiaya ringan.

4. Tinjauan tentang Bantuan Penasihat Hukum
a. Bantuan Hukum
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat (selanjutnya disebut Undang-Undang Advokat) memberikan
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pengertian bantuan hukum dalam Pasal 1 angka 9 yaitu jasa hukum yang
diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.
Jasa hukum yang dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-
Undang Advokat yaitu jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan
konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili,
mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk
kepentingan hukum klien (yang menerima bantuan hukum).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Bantuan
Hukum) memberikan pengertian tentang bantuan hukum dalam Pasal 1
angka 1 yang berbunyi “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan
oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan

Hukum”.

Bantuan hukum dalam pengertian luas dapat diartikan sebagai upaya
untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum.
Upaya ini mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu aspek
perumusan aturan-aturan hukum, aspek pengawasan terhadap
mekanisme untuk menjaga agar aturan itu ditaati, dan aspek
pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati (Adnan Buyung
Nasution dalam Yesmil Anwar dan Adang, 2011: 245).

Bantuan hukum berasal dari istilah legal assistance dan legal aid.
Istilah legal assistance digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan
hukum kepada mereka yang tidak mampu, namun menggunakan
honorarium (biaya jasa). Sedangkan istilah legal aid berupa jasa di bidang
hukum kepada orang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma
atau gratis bagi mereka yang tidak mampu (Zulaidi dalam Yesmil Anwar
dan Adang, 2011: 249).

Clarence J. Dias mengartikan bantuan hukum sebagai bentuk
pemberian pelayanan oleh kaum profesi hukum kepada masyarakat dengan
maksud untuk menjamin agar tidak ada seorangpun di dalam masyarakat
yang terampas haknya untuk memperoleh nasihat-nasihat hukum yang
diperlukan hanya karena tidak memiliki daya finansial yang cukup.

Pemikiran Dias tersebut menunjukkan bahwa bantuan hukum akan
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mencakupi berbagai macam kegiatan, yang meliputi (Dias, Clarence J.

dalam Yesmil Anwar dan Adang, 2011: 246):

1) Pemberian bantuan hukum;

2) Pemberian bantuan hukum untuk menekankan tuntutan agar sesuatu hak
yang telah diakui oleh hukum akan tetapi selama ini tidak pernah
diimplementasikan tetap dihotmati;

3) Usaha agar kebijaksanaan hukum (legal policy) yang menyangkut
kepentingan orang-orang miskin dapat diimplementasikan secara lebih
positif dan simpatik;

4) Usaha agar untuk meningkatkan kejujuran serta kelayakan prosedur di
pengadilan dan di aparat-aparat lainnya yang menyelesaikan sengketa
melalui usaha perdamaian;

5) Usaha untuk memudahkan pertumbuhan dan perkembangan hak-hak di
bidang yang belum dilaksanakan atau diatur oleh hukum secara tegas;

6) Pemberian bantuan hukum yang diperlukan untuk menciptakan
hubungan-hubungan kontraktual, badan-badan hukum atau organisasi
kemasyarakatan yang sengaja dirancang untuk memaksimumkan

kesempatan dan kemanfaatan yang telah diberikan oleh hukum.

Idealnya bantuan hukum diberikan sejak sebelum tahap penyidikan.
Bantuan hukum diberikan kepada tersangka sebelum dilakukan pemeriksaan
pada tahap penyidikan untuk memenuhi haknya didampingi oleh Penasihat
Hukum selama dilakukan pemeriksaan, dan berhak memperoleh atau
didampingi Penasihat Hukum vyang wajib disediakan oleh penyidik
walaupun tersangka tidak menghendaki. Hak bantuan tersebut juga belaku
bagi terdakwa pada saat atau tahap penuntutan dan pemeriksaan di
pengadilan, bahkan hak tersebut dimiliki oleh terdakwa sampai dengan
terjadinya proses upaya hukum setelah adanya putusan hukum. Pemberian
bantuan hukum dalam perkara pidana tersebut merupakan suatu prinsip
negara hukum bahwa pada saat pemeriksaan dan setiap waktu untuk
kepentingan persiapan pembelaan perkaranya (Yesmil Anwar dan Adang,
2011: 262).
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Pemberian bantuan hukum tidak dapat dipisahkan dari hak tersangka
atau terdakwa untuk mendapat pembelaan. Adapun yang merupakan hak
untuk mendapat pembelaan oleh Penasihat Hukum bagi tersangka pidana,
secara teoritis yang dimaksudkan yaitu hak untuk mendapatkan pembelaan
dengan cara-cara sebagai berikut (Munir Fuady, Sylvia Laura, 2015: 30-31):
1) Hak untuk mendapatkan pembelaan yang efektif;

2) Hak untuk didampingi ketika berpotensi menjadi tersangka;

3) Hak untuk didampingi ketika menjadi tersangka sampai ke proses
pengadilan;

4) Hak untuk diwakili oleh Penasihat Hukum;

5) Hak untuk berbicara dan berkonsultasi dengan tersangka ketika
berpotensi menjadi tersangka, ketika mulai ditahan, ditangkap,
diinterogasi, dibuat Berita Acara Pemeriksaan, diperiksa di pengadilan,
dan setelah dihukum pidana;

6) Hak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penegak hukum
melalui Penasihat Hukum yang mendampingi tersangka;

7) Hak untuk memilih Penasihat Hukum yang diinginkannya;

8) Hak atas Penasihat Hukum yang tidak memiliki konflik kepentingan;

9) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari Penasihat Hukum dalam

kasus pidana secara cuma-cuma (pro bono).

b. Penasihat Hukum

Penasihat hukum dalam kehidupan sehari-hari sering disebut dengan
pengacara, meskipun sebenarnya ada perbedaan peran dan fungsi antara
Penasihat Hukum dengan pengacara. Penasihat diartikan sebagai orang yang
memberi pemahamam, memberi informasi, dan memberi masukan.
Sehingga penasihat hukum adalah sebuah pemahaman yang bertujuan untuk
memberikan masukan dan peringatan kepada yang meminta untuk dinasihati
hal ikhwal yang berkaitan dengan hukum atau peristiwa hukum. (Hartono,
2012: 188)
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Pasal 1 angka 13 KUHAP mengatur bahwa Penasihat Hukum adalah
seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-
undang untuk memberi bantuan hukum.

Undang-Undang Advokat mengatur bahwa Penasihat Hukum adalah
Advokat, sebagaimana Pasal 32 Ayat (1) menyatakan bahwa ‘“Advokat,
Penasihat Hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah
diangkat pada saat undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai
Advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Mengacu pada Undang-Undang Advokat tersebut, maka Penasihat
Hukum yang juga merupakan Advokat adalah orang yang berprofesi
memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang
memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang (Ketentuan
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Advokat). Advokat berkedudukan sebagai
subjek yang melakukan atau memberikan pelayanan jasa hukum
berdasarkan ketentuan undang-undang baik sebelum masuk pengadilan
maupun sampai pada berakhirnya proses di pengadilan.

Penasihat Hukum pada saat bertindak dalam menangani perkara bebas
mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapatnya yang dikemukakan
dalam persidangan, dalam rangka pembelaan suatu perkara yang menjadi
tanggung jawabnya, baik dalam sidang terbuka maupun sidang tertutup,
yang diajukan secara lisan maupun tertulis, asalkan pernyataan atau
pendapat tersebut dikemukakan secara proforsional dan tidak berlebihan
dengan perkara yang ditanganinya. Penasihat Hukum tidak dibenarkan
menghubungi saksi-saksi pihak lawan unutk mendengarkan mereka dalam
perkara yang bersangkutan. Berkaitan dengan suatu perkara yang sedang
berjalan di pengadilan, Penasihat Hukum hanya dapat menghubungi Hakim
bersama Penasihat Hukum pihak lawan dan dalam menyampaikan surat
menyurat tersebut Penasihat Hukum pihak lawan harus diberikan tembusan
(Yesmil Anwar dan Adang, 2011: 267).

Penasihat Hukum memiliki hak yang telah diatur di dalam KUHAP.
Adapun hak-hak tersebut di antaranya ialah (Munir Fuady, Sylvia Laura,
2015: 31-32):
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1) Penasihat Hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap
atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang
ditentukan oleh undang-undang (Pasal 69 KUHAP);

2) Penasihat Hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka
pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan
pembelaan perkaranya (Pasal 70 KUHAP);

3) Penasihat Hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan, dalam
berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, Penuntut Umum
atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan,
tetapi dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat tersebut
pada ayat (1) dapat mendengar isi pembicaraannya (Pasal 71 KUHAP);

4) Atas permintaan tersangka atau Penasihat Hukumnya, pejabat yang
bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk

kepentingan pembelaannya.

c. Pemberian Bantuan Hukum
Pemberian hukum bagi tersangka atau terdakwa khususnya dalam hal
ini bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu secara universal
diberikan dengan beberapa teori sebagai berikut:

1) Teori pertama, Penasihat Hukum gratis disediakan oleh organisasi profesi
Advokat atau Penasihat Hukum tanpa bayar atau hanya sedikit bayaran
kepada Penasihat Hukum tersebut,

2) Teori kedua, Penasihat Hukum disediakan oleh pemerintah dengan
menyisihkan sejumlah dana yang disalurkan melalui organisasi-
organisasi Advokat atau Penasihat Hukum atau lembaga-lembaga
nonpemerintah,

3) Teori ketiga, Penasihat Hukum part time disediakan oleh pemerintah
dengan biaya dari pemerintah yang diberikan langsung oleh pemerintah
kasus per kasus,

4) Teori keempat, sejumlah Penasihat Hukum disediakan oleh pemerintah
yang digaji dan merupakan pegawai pemerintah yang bekerja kepada

pemerintah secara full time,
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5) Teori kelima, dibentuk sebuah badan independen dengan anggotanya
terdiri dari Penasihat Hukum yang bekerja secara full time dengan biaya

yang berasal dari negara.

5. Tingkat Pemeriksaan
Lamintang menjelaskan bahwa:

Terdapat beberapa tingkat atau tahap pemeriksaan terhadap mekanisme
proses penanganan suatu perkara pidana. Tahap yang pertama yaitu
pemeriksaan atau dikenal dengan penyelidikan dan penyidikan yang
dilakukan oleh pihak kepolisian, selanjutnya dilimpahkan ke kejaksaan
untuk disidik lebih lanjut dan sampai pada proses pelimpahan di
pengadilan dan pada akhirnya masuk pada persidangan. (Juvenile G.
Palandung, Jurnal Lex et Societatis, 2014, Nomor 7: 84)

KUHAP mengatur mengenai tingkat atau tahap pemeriksaan yang terdiri
dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai pada pemeriksaan di
persidangan. Tahap penyelidikan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5
KUHAP adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna
menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang
diatur dalam undang-undang. Pejabat yang berwenang melakukan tahap
penyelidikan tersebut adalah seorang penyelidik sebagaimana ketentuan Pasal
1 angka 4 KUHAP yakni pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi
wewenang oleh undang-undang. Tahap penyelidikan tersebut kemudian akan
diteruskan pada tahap penyidikan apabila ditemukan terjadinya suatu tindak
pidana. Ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP mengatur bahwa tahap
“penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara
yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Pejabat yang
berwenang melakukan tahap penyidikan ialah pejabat polisi negara Republik
Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang
khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Hal tersebut
berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHAP. Setelah pelaksanaan tahap
penyidikan, maka proses pemeriksaan dilanjutkan pada tahap penuntutan. Pasal

1 angka 7 menentukan bahwa penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum
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untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang
dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan
permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.
Tahap penuntutan ini dilakukan oleh Penuntut Umum atau jaksa sebagaimana
ketentuan Pasal 1 angka 6 huruf a dan huruf b KUHAP. Tingkat pemeriksaan
selanjutnya ialah tahap pemeriksaan di persidangan. Hakim yang memeriksa
perkara menggali fakta-fakta di persidangan guna menemukan kebenaran
materiil dengan mendasarkan pada dakwaan atau tuntutan yang diajukan oleh
Penuntut Umum. Ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 197 ayat
(1) KUHAP.

Berdasarkan uraian singkat tersebut apabila dijelaskan lebih lengkap,
maka tahap dalam proses pemeriksaan perkara pidana ialah sebagai berikut:

1) Tahap penyelidikan dapat dilakukan apabila penyelidik telah menemukan
bukti permulaan yang cukup. Berdasarkan Surat Ketetapan Kepala Polisi
Republik Indonesia Nomor Polisi SKEP/04/1/1992 tanggal 18 Februari
1982 yang menentukan bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan
keterangan dan data yeng terkandung dalam dua di antara laporan polisi,
berita acara pemeriksaan polisi, laporan hasil penyelidikan, keterangan
saksi atau saksi ahli, dan barang bukti. Penyelidikan yang dilakukan
dalam hal ini tetap harus menghormati asas praduga tak bersalah
(presumption of innocence). Penerapan asas ini tidak lain adalah untuk
melindungi kepentingan umum dan hak-hak tersangka dari kesewenang-
wenangan kekuasaan para aparat penegak hukum. Penyelidik dapat
segera bertindak tanpa menunggu perintah dari penyidik apabila didapati
tertangkap tangan. Penyelidik dapat segera melakukan tindakan yang
diperlukan seperti penangkapan, larangan meninggalkan tempat,
penggeledahan dan penyitaan. Penyelidik juga dapat melakukan
pemeriksaan surat dan penyitaan surat serta mengambil sidik jari dan
memotret atau mengambil gambar orang atau kelompok yang tertangkap
tangan tersebut. Kewenangan lain dari penyelidik ialah membawa dan
menghadapkan seorang atau kelompok tersebut kepada penyidik (Yesmil
Anwar dan Adang, 2011: 78-78).
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2) Tahap penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP
yang menjelaskan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan
penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang
ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya”. Tujuan utama penyidikan adalah untuk mencari serta
mengumpulkan bukti guna menemukan tersangkanya. Peran Penasihat
Hukum bagi tersangka dimulai pada tahap ini. Berdasarkan ketentuan
Pasal 115 ayat (1) KUHAP, kedudukan Penasihat Hukum dalam
mengikuti jalannya pemeriksaan pada tingkat penyidikan hanya sebagai
penonton atau bersifat pasif. Penasihat Hukum hanya mampu mendengar
dan melihat dari balik layar (within sight and within hearing). Seolah-
olah kehadirannya adalah persiapan untuk menyusun pembelaan atau
pemberian nasihat pada tahap pemeriksaan selanjutnya. Kehadiran
Penasihat Hukum pada tahap penyidikan juga dapat mencegah penyidik
menyemburkan luapan emosi saat melakukan pemeriksaan. Penasihat
Hukum dapat bertindak aktif hanya untuk memperingatkan penyidik
apabila proses pemeriksaan dilakukan dengan cara paksaan dan tidak
sesuai dengan KUHAP (M. Yahya Harahap, 2015: 133-134).

3) Tahap Penuntutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP
bahwa “Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan
perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan
supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.
Penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum dengan membuat surat
dakwaan atau tuntutan terlebih dahulu yang didasarkan pada hasil
penyidikan (Yesmil Anwar dan Adang: 2011: 82-83). Peran Penasihat
Hukum pada tahap ini ialah melakukan pembelaan terhadap terdakwa.
Penasihat Hukum berhak menyampaikan argumentasi-argumentasinya
untuk membantu terdakwa dalam mencari keadilan. Setidaknya Penasihat

Hukum dalam hal ini berupaya membantu untuk memperingan hukuman
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terdakwa dengan bukti dan dasar-dasar yang ada sesuai undang-undang
(Munir Fuady, Sylvia Laura, 2015: 30-31.

4) Tahap pemeriksaan di pengadilan, merupakan tahapan untuk menggali
kebenaran materiil suatu perkara pidana oleh Majelis Hakim dengan
menghadirkan terdakwa, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum
terdakwa. Tahap ini juga merupakan tahap pemeriksaan terhadap saksi
(apabila ada) atas suatu tindak pidana. Pemeriksaan di pengadilan
dimulai dengan penetapan Majelis Hakim dan penetapan hari sidang.
Para pihak akan di panggil untuk menghadap di muka pengadilan sesuai
dengan surat panggilan. Peran Penasihat Hukum pada tahap ini selain
melakukan pendampingan dan pembelaan, juga aktif menyampaikan
keberatan apabila terdapat ketidaksesuaian prosedur pemeriksaan.
Penasihat Hukum juga berperan dalam membantu untuk menyediakan
seluruh dokumen pengadilan seraca wajar dan menguntungkan tersangka
yaitu berupa pledoi, duplik, dan kesimpulan. Tugas Penasihat Hukum
pada tahap ini juga untuk membantu mengumpulkan alat bukti selengkap
mungkin, baik tertulis maupun tidak tertulis untuk dibawa ke pengadilan
pada waktu yang tepat dan mengajukan upaya hukum banding maupun
kasasi apabila diperlukan (Munir Fuady, Sylvia Laura, 2015: 44).

Tingkat atau tahap-tahap pemeriksaan perkara pidana juga dapat dilihat
dari struktur lembaga-lembaga yang terlibat. Adapun secara struktural,
lembaga-lembaga yang terlibat di dalam sistem peradilan pidana (criminal
justice system) adalah Kepolisian, Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum),
Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Lembaga-lembaga tersebut
memiliki peran masing-masing sebagaimana dapat digambarkan melalui desain
proses peradilan pidana yang terdiri dari 3 tahap, yaitu (Widiada Gunakaya,
Jurnal Wawasan Hukum, Nomor 2, 2011: 279):

a) Tahap pra-ajudikasi, merupakan tahap pertama yang terdiri dari proses
penyelidikan, penyidikan (pemeriksaan pendahuluan), penyidikan
lanjutan, pra-penuntutan dan penuntutan. Lembaga yang yang terlibat
pada tahap ini ialah kepolisian dan kejaksaan;

b) Tahap ajudikasi, merupakan tahap kedua yakni pemeriksaan di sidang
pengadilan oleh hakim untuk menentukan kebenaran terjadinya suatu
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tindak pidana dan menemukan kebenaran materiil bahwa terdakwa
terbukti bersalah atau tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan;

c) Tahap pasca ajudikasi sebagai tahapan purna dalam proses peradilan
pidana yang merupakan tahapan setelah pemeriksaan di sidang
pengadilan selesai. Tahapan ini ialah proses melaksanakan putusan
pengadilan (eksekusi) yang berupa pemidanaan atau tidak oleh aparat
penegak hukum. Apabila putusan pengadilan menyatakan bahwa
terdakwa dijatuhi pemidanaan, maka proses eksekusi melibatkan
kejaksaan dan lapas.

6. Proses Peradilan
a. Pengertian Peradilan

Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di
Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, mengadili, dan
memutus perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum
(in concreto) (hakim menerapkan peraturan hukum pada hal-hal nyata yang
dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan
dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara
prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Peradilan merupakan
sebuah proses dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan atau suatu
proses mencari keadilan itu sendiri. (PN Curup, http://www.pn-
curup.go.id/pengertian-peradilan, diakses tanggal 8 November 2016 pukul
7.36 WIB).

b. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sistem peradilan pidana sangat berkaitan dengan sistem hukum yang
berlaku di sebuah negara. Hal ini dikarenakan sistem peradilan pidana
adalah sebagai salah satu subsistem dari sistem hukum nasional secara
keseluruhan yang dianut oleh suatu negara. Setiap negara di dunia
mempunyai sistem peradilan pidana yang meskipun secara garis besar
hampir sama, namun memiliki karakter tersendiri yang disesuaikan dengan
kondisi sosial masyarakat, budaya, dan politik yang dianut. Secara
sederhana sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai proses yang
dilakukan oleh negara terhadap orang-orang yang melanggar hukum pidana
(Eddy O.S Hiariej, Asia Law Review, Desember 2005, Nomor 2: 25).
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Sistem peradilan pidana diartikan sebagai suatu penegakan hukum
atau law enforcement yang di dalamnya terkandung aspek hukum dengan
menitikberatkan pada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam
upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan untuk mencapai kepastian
hukum (legal certainty). Pengertian sistem peradilan pidana yang dipandang
sebagai bagian dari pelaksanaan social defence yang yang berkaitan dengan
tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dalam sistem
pidana terkandung aspek sosial yang menitikberatkan pada kegunaan
(expediency) (Sunaryati Hartono dalam Yutirsa Yunus, Rechts Vinding,
Agustus 2013, Nomor 2: 232).

Sistem peradilan pidana yang dianut oleh KUHAP terdiri dari
subsistem yang merupakan tahapan proses jalannya penyelesaian
perkara, subsistem penyidikan dilaksanakan oleh kepolisian,
subsistem penuntutan dilaksanakan oleh kejaksaan, subsistem
pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan oleh pengadilan, dan
subsistem pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan oleh
kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan. Untuk mengembangkan
tugas menegakkan keadilan dalam bingkai sistem peradilan pidana
terpadu (integrated criminal justice system), keempat institusi
pelaksana dalam sistem peradilan pidana tersebut lazimnya lebih
mengutamakan kebersamaan serta semangat kerja yang tulus dan
ikhlas serta positif antara aparatur penegak hukum (Mardjono
Reksodipoetro dalam Eddy O.S Hiariej, Asia Law Review, Desember
2005, Nomor 2: 19).

Sistem peradilan pidana (criminal justice system) berasal dari kata
“sistem” dan “peradilan pidana”. Sistem dapat diartikan sebagai suatu
rangkaian sejumlah unsur yang saling terkait untuk nencapai tujuan tertentu.
Pengertian sistem dapat dilihat dalam konteks, baik sebagai physical system
dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai
suatu tujuan dan sebagai abstract system dalam arti gagasan-gagasan yang
merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain saling ketergantungan.
Apabila dikaji dari etimologis, maka “sistem” mengandung arti terhimpun
(antar) bagian atau komponen (subsistem) yang saling berhubungan secara
beraturan dan merupakan suatu keseluruhan.”Peradilan pidana” dapat
diartikan sebagai suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang

bertujuan untuk menghukum atau membebaskan seseorang dari suatu
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tuduhan pidana. Peradilan pidana diimplementasikan dalam suatu sistem
peradilan pidana. Tujuan peradilan ini tidak lain adalah untuk mencapai
keadilan bagi masyarakat (Muladi, 2002: 27).

Remington dan Ohlin mengemukakan sebagai berikut:

Criminal Justice System dapat diartikan sebagai pemakaian
pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana,
dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi
antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap
atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung
implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan
dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala
keterbatasannya (Romli Atmasasmita, 2013: 2).

Hagan mengemukakan bahwa pengertian criminal justice system
adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam
proses peradilan pidana (Romli Atmasasmita, 2013: 2).

Mardjono Reksodiputro mendefinisikan sistem peradilan pidana
sebagai sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi masalah-masalah
kejahatan. Menanggulangi berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan
agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap
berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat
yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukannya
pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta
mendapat pidana (M. Ali Zaidan, 2015: 114).

Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem
peradilan pidana adalah, sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari
lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan (Penuntut Umum), pengadilan, dan
pemasyarakatan terpidana (Romli Atmasasmita, 2013: 2-3).

Muladi mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan
suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana
materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana (Romli
Atmasasmita, 2013: 5).
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c. Acara Pemeriksaan dalam Peradilan Pidana
Acara pemeriksaan dalam peradilan pidana Indonesia dibedakan
sebagaimana diatur dalam BAB XVI KUHAP. Dasar titik tolak perbedaan
tata cara pemeriksaan tersebut ditinjau dari segi jenis tindak pidana yang
diadili dan mudahnya atau sulitnya pembuktian perkara. Terdapat 3 (tiga)
jenis acara pemeriksaan perkara dalam peradilan pidana:
1) Acara Pemeriksaan Biasa

Acara pemeriksaan biasa yang diatur dalam Bagian Ketiga BAB XVI

KUHAP merupakan pemeriksaan utama dan paling luas pengaturannya. Hal

ini didasarkan pada kenyataan bahwa dalam acara pemeriksaan biasa inilah

dilakukan pemeriksaan perkara-perkara tindak pidana kejahatan berat,
sehingga fokus pengaturan acara pemeriksaan pada umumnya terletak pada
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal acara pemeriksaan biasa.

Pemeriksaan biasa sangat merapkan prinsip-prinsip persidangan yang bukan

hanya ditujukan dan dijadikan landasan bagi aparat penegak hukum tapi

juga ditujukan kepada terdakwa. Adapun prinsip-prinsip tersebut ialah (M.

Yahya Harahap, 2015: 109-116):

a) Pemeriksaan terbuka untuk umum. Majelis hakim membuka sidang harus
menyatakan “sidang terbuka untuk umum”. Setiap orang dapat mengikuti
jalannya persidangan, kecuali terhadap perkara yang ditentukan dalam
Pasal 153 ayat (3) KUHAP bahwa dalam pemeriksaan perkara kesusilaan
atau perkara terdakwanya anak-anak, maka sidang harus dilakukan secara
tertutup.

b) Hadirnya terdakwa dalam persidangan. Hukum pidana di Indonesia tidak
membenarkan proses peradilan in absentia dalam acara pemeriksaan
biasa. Pasal 154 KUHAP telah mengatur tata cara menghadirkan
terdakwa dalam persidangan.

¢) Ketua sidang memimpin pemeriksaan. Pasal 217 KUHAP menegaskan
bahwa hakim ketua sidang bertindak memimpin jalannya pemeriksaan
persidangan dan memelihara tata tertib persidangan. Hakim wajib
mencari kebenaran hakiki (ultimate truth) di dalam membuktikan
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kesalahan terdakwa berdasar batas minimum pembuktian menurut
undang-undang dengan alat bukti yang sah.

d) Pemeriksaan secara langsung dengan lisan. Pasal 153 ayat (2) huruf a
KUHAP telah menegaskan bahwa ketua sidang dalam memimpin
pemeriksaan sidang pengadilan, dilakukan secara langsung dengan lisan.
Prinsip pemeriksaan dalam persidangan dilakukan secara langsung
berhadap-hadapan dalam ruang sidang. Semua pertanyaan diajukan
dengan lisan dan jawaban atau keterangan pun disampaikan dengan lisan.

e) Wajib menjaga pemeriksaan secara bebas. Pasal 153 ayat (2) huruf b
KUHAP menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa atau saksi
harus dilakukan dengan bebas. Pemeriksaan tidak boleh memberikan
penekanan atau ancaman yang bisa menimbulkan hilangnya kebebasan
mereka memberikan keterangan. Prinsip pemeriksaan persidangan secara
bebas, termasuk ketentuan yang diatur dalam Pasal 154 ayat (1) KUHAP.
Ketentuan ini menegaskan agar terdakwa dihadapkan ke persidangan
dalam keadaan bebas dan dalam keadaan tidak terbelenggu.

f) Pemeriksaan lebih dulu mendengar keterangan saksi. Prinsip ini sesuai
dengan ketentuan dalam Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP yang
menegaskan bahwa “pertama-tama didengar keterangannya adalah
korban yang menjadi saksi”. Ketentuan tersebut dihubungkan dengan
Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menempatkan urutan alat bukti
keterangan saksi pada urutan pertama.

2) Acara Pemeriksaan Singkat

Acara pemeriksaan singkat atau the short session of the court diatur dalam

Bagian Kelima BAB XVI KUHAP. Pengertian dan ciri perkara singkat yang

cara pemeriksaannya dilakukan dengan prosedur acara singkat dijumpai

dalam Pasal 203 KUHAP. Ciri-ciri acara pemeriksaan singkat di antaranya

ialah (M. Yahya Harahap, 2015: 395-400):

a) Pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.
Sifat pembuktian dan penerapan hukum yang mudah ditandai dengan

terdakwa pada waktu pemeriksaan penyidikan telah mengakui
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sepenuhnya perbuatan tindak pidana yang dilakukan. Sederhana artinya
tidak memerlukan persidangan yang memakan waktu lama dan
kemungkinan besar dapat diputus pada hari itu juga atau mungkin dapat
diputus dengan satu atau dua kali persidangan saja.

b) Ancaman maupun hukuman yang akan dijatuhkan tidak berat. Biasanya
dalam praktik peradilan, hukuman pidana yang dijatuhkan pada
terdakwa dalam perkara singkat tidak melampaui 3 (tiga) tahun.

Tata cara pemeriksaan singkat pada umumnya berpedoman pada acara
biasa, akan tetapi terdapat beberapa perbedaan antara keduanya. Acara
pemeriksaan singkat menerapkan perkara dilimpahkan pada hari sidang
yang telah ditentukan oleh pengadilan. Pengadilan Negeri telah menetapkan
hari tertentu untuk memeriksa perkara singkat. Hari tersebut diberitahukan
kepada kejaksaan dan pada hari tersebut Penuntut Umum langsung
membawa dan melimpahkan perkara singkat di sidang pengadilan. Berkas
perkara tidak dilimpahkan lebih dulu dengan surat pelimpahan, tapi
langsung dilimpahkan di sidang perngadilan pada hari sidang yang telah

ditentukan.

3) Acara Pemeriksaan Cepat

Adapun mengenai tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan acara
cepat dengan menentukan patokan ancaman pidananya yang merupakan
tindak pidana ringan. Cara menentukannya bertitik tolak dari ancaman
pidana yang didakwakan. Secara generalisasi, ancaman tindak pidana yang
menjadi ukuran pada acara pemeriksaan cepat ditentukan dalam Pasal 205
ayat (1) KUHAP. Ketentuan mengenai acara pemeriksaan cepat diatur di
dalam KUHAP BAB XVI Bagian Keenam mulai dari Pasal 205 sampai
dengan Pasal 216 (M. Yahya Harahap, 2015: 422-423).

Penelitian hukum (skripsi) ini mendasarkan pada teori legitimasi dan

validitas hukum (legal validity). Teori legitimasi dan validitas hukum (legal
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validity) adalah teori yang mengajarkan bagaimana dan apa syarat-syaratnya agar
suatu kaidah hukum menjadi legitimate dan sah (valid) keberlakuannya, sehingga
dapat diberlakukan kepada masyarakat, bahkan bila perlu dengan upaya paksa.
Adapun syarat-syarat kaidah hukum yang legitimate dan sah ialah sebagai berikut
(Munir Fuady, 2014: 109-110):
a. Kaidah hukum tersebut harus dirumuskan ke dalam berbagai bentuk
aturan formal, seperti dalam bentuk pasal-pasal dari suatu Undang-
Undang Dasar, undang-undang, aturan-aturan internasional, atau
setidaknya dalam bentuk adat kebiasaan;
b. Aturan formal tersebut harus dibuat oleh pemerintah (legislatif);
c. Secara hukum, aturan tersebut tidak mungkin dibatalkan;
d. Tidak ada cacat yuridis di dalam aturan formal tersebut, misalnya tidak
bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;
e. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan oleh badan-badan penerap
hukum, seperti lembaga peradilan, kepolisain, kejaksaan, dan lembaga

lain;

—h

Kaidah hukum tersebut harus dapat diterima dan dipatuhi oleh
masyarakat; dan
g. Kaidah hukum tersebut harus sesuai dengan jiwa bangsa.

Suatu kaidah hukum tidaklah valid jika kaidah hukum tersebut tidak dapat
diterima oleh masyarakat atau jika kaidah hukum tersebut ternyata dalam praktik
tidak dapat dilaksanakan, meskipun aturan-aturan hukum tersebut telah dibuat
melalui proses yang benar dan dibuat oleh yang berwenang secara hukum. Oleh
karena itu, dapat dikatakan bahwa suatu hukum yang tidak dibuat secara benar,
atau hukum yang tidak dibuat oleh pihak yang benar, atau hukum yang tidak
diterima oleh masyarakat, ataupun hukum yang tidak adil, hakikatnya bukanlah
hukum (Munir Fuady, 2014: 110).

Setiap langkah hukum haruslah memenuhi unsur legitimasi, karena memang
asal-usul pengertian legitimasi adalah setiap hal yang bersesuaian dengan hukum
yang berlaku. Jadi, agar suatu kaidah hukum tersebut dapat menjadi valid, hukum

tersebut harus dapat diterima oleh masyarakat. Demikian pula sebaliknya, bahwa
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agar dapat diberlakukan terhadap masyarakat, maka suatu kaidah hukum harus
merupakan hukum valid atau legitimate (Munir Fuady, 2014. 112-116).

Menurut Hans Kelsen, suatu aturan hukum harus dalam keadaan valid
terlebih dahulu baru diketahui aturan tersebut dapat menjadi efektif atau tidak.
Jika setelah diterapkan ternyata peraturan yang sebenarnya sudah valid tersebut
tidak dapat diterapkan atau tidak dapat diterima oleh masyarakat secara meluas
dan atau secara terus-menerus, maka berubah sifat dari aturan yang valid menjadi
aturan yang tidak valid (Munir Fuady, 2014. 117).

Keterkaitan antara penelitian hukum (skripsi) ini dengan teori legitimasi dan
validitas hukum ialah bahwa suatu hal yang berkaitan dengan hukum, khususnya
dalam hal ini implikasi terhadap penyimpangan ketentuan Pasal 56 KUHAP harus
diatur di dalam kaidah hukum tertulis supaya terwujud kepastian hukum dalam

proses penegakannya.
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B. Kerangka Pemikiran
Penegakan Melindungi Hak

[ Hukum Pidana }:> KUHAP |:>[ Asasi Tersangka }
<:| 4 Memperoleh N

Bantuan /

Didampingi

Penasihat

Pasal 56 .
[ Tidak Punya ]<:| N Hukum

4 Pejabat \I:‘>[ Menunjuk]
Peradilan Wajib
Menunjuk

Penasihat Tidak Implikasi

Menimbulkan Putusan <:| Yurisprudensi
Ketidakadilan Batal Demi MA

Hukum

Berdasarkan pada teori Memerlukan
Legitimasi dan Upava
Validitas Hukum |:> Prer\)/e)rlltif

(legal validity)

Keterangan:

Penegakan hukum pidana di Indonesia dilaksanakan berdasarkan KUHAP
yang di dalamnya mengatur hak asasi tersangka atau terdakwa. Salah satu
hak asasi tersebut ialah memperoleh atau didampingi oleh Penasihat
Hukum. Tersangka atau terdakwa yang tidak mempunyai Penasihat
Hukum sendiri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHAP pejabat

yang bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan wajib menunjuk


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

36

Penasihat Hukum untuk memberikan bantuan dan pendampingan terhadap
tersangka atau terdakwa. Ketentuan Pasal 56 KUHAP tersebut bersifat
imperatif yang artinya wajib dilakukan dan tidak bisa tidak, namun
kewajiban tersebut tidak memiliki konsekuensi hukum apabila pejabat
yang bersangkutan tidak melaksanakan penunjukan Penasihat Hukum
sebagaimana ketentuan Pasal 56 KUHAP. Putusan MA Nomor
1565K/Pid.B/1991 yang menjadi yurisprudensi menyatakan bahwa apabila
terdapat penyimpangan terhadap Pasal 56 KUHAP, maka putusan
pengadilan yang memutus dapat batal demi hukum. Hal ini menimbulkan
ketidakadilan baik bagi korban, tersangka atau terdakwa maupun
masyarakat serta kepentingan hukum. Permasalahan tersebut memerlukan
penyelesaian yang lebih efektif melalui upaya preventif terhadap potensi
penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 56 KUHAP supaya dapat
memberikan keadilan. Upaya preventif tersebut dilakukan dengan
mendasarkan pada teori legitimasi atau validitas hukum (legal validity).
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BAB IV
SIMPULAN DAN SARAN

A Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak tersangka atau terdakwa atas bantuan hukum dari Penasihat Hukum
merupakan hak yang harus dipenuhi. Tidak terpenuhinya hak tersebut yang
diakibatkan oleh kelalaian (human error) maupun kesengajaan aparat penegak
hukum (abuse of power) merupakan bentuk penyimpangan terhadap ketentuan
Pasal 56 KUHAP. Penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 56 KUHAP oleh
pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dapat menimbulkan
implikasi hukum terhadap berkas-berkas acara pemeriksaan. Yurisprudensi
Mahkamah Agung tanggal 16 September 1993 melalui Putusan Nomor
1565K/Pid.B/1991 telah menyatakan bahwa berkas acara dapat batal demi
hukum (null and void) apabila melanggar ketentuan Pasal 56 KUHAP. Akibat
berkas yang batal demi hukum tersebut, maka proses pemeriksaan harus
diulang kembali pada tahap sebelumnya. Proses pengulangan pemeriksaan
tersebut merupakan pencideraan terhadap efisiensi sistem peradilan dan
efektifitas kerja aparat penegak hukum. Sifat yurisprudensi yang tidak
mengikat secara hukum juga dapat menjadi celah hukum karena tidak wajib
diikuti oleh hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung, sehingga terjadi
kekosongan aturan yang berakibat pada terciderainya hak asasi tersangka atau
terdakwa atas bantuan hukum dari Penasihat Hukum.

2. Upaya preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya
penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 56 KUHAP ialah dengan melakukan
optimalisasi keberadaan lembaga penyedia bantuan hukum baik di dalam
maupun di luar lembaga peradilan. Pemerintah juga perlu melakukan revisi
terhadap KUHAP sebagai legitimasi atau aturan hukum pidana formil supaya
lebih relevan dengan perkembangan jaman. Revisi terhadap KUHAP tersebut
untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum

pidana. Negara juga bertanggung jawab untuk membentuk budaya hukum yang
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baik di masyarakat sehingga diperlukan edukasi hukum terhadap pasyarakat
secara keseluruhan, terutama bagi masyarakat yang berada di daerah 3T.
Edukasi tersebut merupakan upaya pelengkap untuk memperbaiki sistem
hukum dan penegakan hukum pidana di Indonesia dengan melibatkan lembaga
penyedia bantuan hukum dan mahasiswa Fakultas Hukum maupun para pelajar

yang berkompeten.

B. Saran
Berkaitan dengan pembahasan mengenai implikasi hukum terhadap
penyimpangan ketentuan Pasal 56 KUHAP dan upaya preventif yang dapat
dilakukan terhadap permasalahan tersebut, maka penulis menyarankan sebagai
berikut:

1. Aparat Penegak Hukum harus mematuhi segala aturan yang terdapat di dalam
KUHAP, khususnya dalam hal ini kewajiban pejabat yang bersangkutan untuk
menunjuk Penasihat Hukum bagi tersangka atau terdakwa sebagaimana
ketentuan Pasal 56 KUHAP;

2. Negara melalui pemerintah, lembaga peradilan, lembaga penyedia bantuan
hukum dan mahasiswa Fakultas Hukum harus membuat terobosan progresif
dengan mengoptimalkan keberadaan sumber daya manusia dalam instansi
tersebut untuk memberikan bantuan hukum kepada mereka yang
membutuhkan. Pemerintah juga harus membuat kebijakan baru untuk
memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, supaya pemahaman mengenai
hukum dapat mengakar di masyarakat, terutama bagi masyarakat yang tinggal
di daerah 3T.
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